BUPATI PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR Y3 TAHUN 2022

. TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUP

ATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwagdalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran

Tahuni 2023 perlu ditetapkan Standar

Harga Satuan
Pemerintah Daerah

Kabupaten Pasaman Barat Tahun
Anggaran 2023;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun

Anggaran 2023,

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Fengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara der. Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corong Virus Diseases
(Covid-19). dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang»-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembargn Negara Republik Indonesia Nomor 6516)

'
)
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2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Soiok Selatan dan
Kabupaten Pasaman Barat di Provins; Sumatera Baral
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahu 2003 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4348);

3. Undang-Undang  Nomor Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara  (iembaran Negara — Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Daerah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4579);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negaru
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

sebagaimana ‘telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Feraturar,
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Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik  Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Rpublik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Penigadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Recpublik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Invetarisasi dan
Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
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aratiaran M .
-/.reraturan vienten

alrariane 11
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

'arn .

fanun 2022 lentang Pedoman Penyusunan Perkiraan

tavin  Dal : . v

Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat N

2007

omor 4 Tahun
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tzhun 2007
Nomor, 4 Seri D);

(el

[

.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah  Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
2016 tentarng Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupater Pasamar. Barat Tahun 2022

Nomor 1);
MEMUTUSKAN

e :‘.c:apkaln : PERATURAN BUPAT! TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

w

Bupati adalah Bupati Pasaman Bara®.
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10.

11.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah dacrah dan DPRD dan ditetapkan dengan
peraturan daerah. '

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemernintah Daerah
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga
melaksanakan pengelola keuangan daerah.

Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS
adalah penilaian kewajaran a'as beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Dacrah.

Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH
adalah merupakan pedoman batas harga barang/jasa
tertinggi serta estimasi untuk penyusunan rancangan APBD.
Standar Biaya Umum . yang selanjutnya disingkat SBU
adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau
jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan
untuk memperoleh keluaran tertentu.

Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat
HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan
fisik/non tisik melalui untuk setiap jenis komponen kegiatan
dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah standar yang digunakan untuk menganalisa
penilaian kewajaran beban kerja dan Dbelanja  yang
dianggarkan dalam RKA SKPD dalam merencanakan suatu
kegiatan,

Kondisi tertentu adalah kondisi yang terjadi diluar kendali
atau kejadian yang diakibatkan oleh ketentuan perundang-

undangan atau dalam keadaan force majeure.
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BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2
Maksud disusunnya Peratuwran Bupati ni adalah sebagai
pedoman bagi SKPD dalam  perencanaan penganggaran,
pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian Dokumen

Anggaran Kerja SKPD Tahun Anggaran 2023,

Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan
dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan
pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023.

Pasal 4
Prinsip Peraturan Bupati ini adalah perencanaan pelaksanaan
dan pertanggungjawaban standar harga satuan kegiatan SKPD
dilakukan berdasarkan prinsip elektiviias, terulkur, akuntabel,

transparan,dan Tertib administrasi.

BAB llI
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

(1)'SHS adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan
indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen
keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023,

(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk
pajak sesual dengan ketentuan peraturen perundang-
undangan.

(3) SHS meliputi:

a. SSH;
b. SBU;
¢. HSPK; dan
d. ASB
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Puul 6
(1) Dalam perencannan anggaran SHO berlungst sebagul;
a, Butas tertinggl yung besarannys tidak dapat dilaimpi
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SEPD,
b, Referensi penyusunan proyelsi prakivasn maju; di
¢ Bahan penghitungan pagu indikatif,
(2) Dalam pelalwanaan anggaran SHS berfungsl scbagul
a. Balas tertinggi yang besarannya tidak dapat diampat)
dalam pelaksanaan anggaran SKPL; dan
b, Fstimasi prakiraan besaran biaya tertinggl yang dapat
dilampaui  karena kondisi tertentu, termasuk karens
adanya kenaikan harga pasar
(3) 8SHS gebagaimana tercantum  dulam  lampiran merupakian

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |

Poasnl 7

(1) SHS diprediksi berlaku unituk kondisi normal.

(2) Harga Satuan yang telah tertuang dalam SHS sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 namun mengalamj kenaikan harga
dapat menggunakan harga pasar yang berlaku,

|(3) Penggunaan harga satuan harga' pasar schagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus diperoleh dari perbandingan
paling sedikit 3 (tiga) sumber data penyedia berbeda.

(4) Penggunaan harga satuan, harga pasar schagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perhitungan ulang
dengan prinsip akuntabel, tranparansi dan efisien serta
dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak
(SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

(5) SHS sebagaimana dimaksud paca ayat 3 ditetapkan kembali
dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan SHS pada tahun
berkenaan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui

Badan Aset dan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

(1) Harga Satuan yang belum tertuang dalam Standar Harga
Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan

dengan harga yang berlaku dipasar,
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N Pe ruana - apa '
arie ne - A e .
(1) harus diperoleh dari perbandingan paling sedikit 3 (tiga)

sumber data penyedia yang berbeda,

(3) Penggunaan harga pasar sebagaimana dimaksud pada aya!
(2! dapat dilakukan dengan prinsip akun:abel, tranparans:
dan efisien serta dengan melampirkan Surat

Pertanggungjawaban Mutlak (SPTUM) yang ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran.

(4) Penggunaan harga satuan harga pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perhitungan ulang
dengan prinsip akuntabel, tranparansi dan efisien serta
dengan melampirkan Surat Pertanégungjawaban Mutlak
(SPTJM) vang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

(5) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3
ditetapkan kembali dalam Peraturan Bupati tentang
Perubahan Standar Harge Satuan pada tahun berkenaan
disampaikan kepada Sekreteris Daerah melalui Badan Asct

dan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang harga
satuannya telah tercantum dalam e-catalogue dapat
berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesiflikasi yuang
sudah tersedia dalam daftar e-catalogue portal nasional yang
dikeluarkar  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan |
barang/Jasa Pemerintah.

(2) Terhadap narga satuan yang besaran nilainya ditetapkan ‘
oleh pihak lain, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan, Pajak, Retribusi,

Biaya Pendidikan dan Latihan dan lainnya dapat meﬁgacu
kepada standar harga satuan yang ditetapkan oleh pihak
lain tersebut sebagai batas tertinggi.

(3) Terhadap standar harga satuan yang petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan seperti kegiatan
yang sumber dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus
(DAK), Hibah, dan sejenisnya, dapat mengacu kepada harga

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

satuan yang telah ditetapkan dengan Petunjuk Teknis

Pelaksaraan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi.

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal U Jul 2022
BUPATI PASAMAN BARAT

’

)
"/

/7 )
HAMSUARDI

Diunclangkan di Simpang Empat
Paca tanggal M July 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HENDRA PUTRA

BERITA'DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR ..
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pINAS KESEHATAN

Tabel 18

Satuan Biaya Pemer:
€riksaan §
ampel Air dal
am

R
No —\ %KZF“ Pengawasan Kualitag sy
—_— l‘alan ——
I | Kimia Terbatag — | Satuan | Bla—};ﬂ}il—’j
a. FISIKA i
; 1. TDS | f
| 2. Kekeruhan } /Sampel 3000
3. Suhy /Sampc| g rj«/ ;.
4. Warna /Sampel 3.000,
5. Rasa /Sarpel 3.000,- !
/Sampel 3.000, -
b. KIMIA ORGANIK
1. Besi (Fe) | s
2. Flourida (F) ;;::PC: 9I 888
3 pe ; =
) gf‘sadahan (Cacoy) /Sampel £.000, |
5- 1sa Chlor /Sampel 6.000,-
i M.angan (Mn)' /Sampel 9.000,- |
: N%tr'at sebaga:x N (NO3z-N) /Sampel 9.000,- |
7. Nitrit sebagai N (NO2-N) /Sampel 12.000,-
8. Ph /Sampel | 3.000,-
| @. Sulfat (SO47) /Sampel ] 12.000,-
| c. KIMIA ORGANIK
l Zat Organik (KMnQ4) /Sampel 6.000,- |
II. | BAKTERIOLOGIS |
1. Coliform / Coli Tinja / Sampel 18.000,-
12.1.2 Satuan Biaya Bidang Sumber Daya Kesehatan Scksi
Kefarmasian
Tabel 19
Satuan Biaya Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian
No Uraian Satuan Biaya (Rp) |
I, | Biaya Pembelian Sampel Makanan /Sampel 200.000,-
!
' ! Biaya Pengujian Sampel Makanan |
! 2. | a. Identifikasi Formalin /Sampel 24000 ;
| b. Identifikasi Rhodamin /Sampel | 830.000.
| c. ldentifikasi Borax /Sampel 230'000':
d. Identifikasi Pewarna Sintesis /Sampel PPN
¢. Penetapan Kadar Siklamat i | 430 000
| I Penetapan Kadar Nitrit | RRITES o
l o e

)
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. Penete aF  Logam =

& (ll:t:cét:l\)pan Kadar Logam ~Beral
. Penetapan Kadar Coffein
i Penetapan Kadar
(B”en'zoal, Sorbat)
t})j: lxgp&x:lgig Khamir Pangan
. Uji Salmonelia Pangan

Pengawel

- [Sampel
/Sampel
/Sampel

/Sampel
/Sampel
/Sampel

-

[ 1430 000,

080.000, -

|

080.000,- ,

280,000, ;
280.000, |
580.000,

lu l 3 bk-:ll la “a }(h c 2
\ n Bla usus I(ll P ‘ar 1 }\(,Se“r”.(l”
) 1§ B .lg Clc\ ar ¢ A

Tabel 20

Satuan Biaya P Care di Puskesmas

Biaya (R‘_E_)_:J

WO Uralan | s
: Satuan |
L. llonolr Petugas P Care FKTP dengan OB 200.000,- !
capaian KBK Puskesmas 85 % |
2 Honc?r Petugas P Care FKTP dengan OB 300 000,
capaian KBK Puskesmas 90 %
s e . e o casey
3. [ Honor Petugas P Care FRTP dengan OB | 400.000- |
capaian KBK Puskesmas 95 % ’
4. | Honor Petugas P Care FKTP dengan OB 600.000,- |
capaian KBK Puskesmas 100 % | I

12.1.4 Satuan BiayaPemberian Makanan Tambahan pada Sasaran

Bermasalah Gizi

Tabel 21
Saluan Biaya Pemberian Makanan Tambahan pada Sasaran Bermasalah
Gizi
[ No | Uraian Satuan Biaya (Rp)
‘ 1. | Pembelian bahan makanan untuk HMA 20.000,-
pemberian ~ makanan tambahan
pemulihan balita status gizi kurang,
| balita status gizi buruk
3. | Pembelian bahan makanan untuk HMO 30.000,-
pemberian makanan tambahan
pemulihan ibu hamil KEK
3 [Pembelian bahan makanan untuk HMA 20.000,-
pelaksanaan intervensi balita 2T, balita , ‘
|| BGM di kegiatan Pos Gizi | :
f 4. I Belanja makan pasien anak balita gizi HMA ’ 60.000,-
buruk yang dirawat inap di Puskesmas
__|TRC I
5. | Belanja makan pendamping pasien HMO 45.000,- ‘
yang dirawat di Puskesmas TFC |
TTOH | 50000,

Belanja uang !
selama dirawat di puskesmas TFC |

saku pendamping pasien
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satuan Biaya Kegiatar
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217 Satuan Blaya Pengganuan Tr

ansportagi i
‘Kecamatan POrtasi ke Jorong dap Dalam

Tabel 24
penggantian El‘a?bP_OI tasi ke Jorong dan 1an Dalam Kecamay; AN
1 raian MALARLS L
Y <N/ Non ASN | Sutuan T pinyg [Rp) |
~TASN/ Non Orang/ Pp s 000,
"

——" e - ———.

17.1.8 Satuan Biaya Jasa Dokter

Spesialis Referal Rumah Skt
Umum Daerah Ujung Gading
Tabel 25
Penggantian Transportasi ke Jorong dan Dalara Kecamatan
Yo| Uraian Satuan Biaya (Rp) ]
"7 TJasa Dokter Spesialis Penyakit Dalam | Orang/ FP 1.500.000.-
) |Jasa Dokter Spesialis Anak | Orang/ PP | 1 wuo 000,
T s M 7 Y )0 U0
J Jasa Dokter Spesialis Bedah ; Qrang, PP - I »&)k ;U:]
:Jasa Dokter Spesialis Obgyn dan| Orang/ PP 1.500.0¢
Gynekologi i
: e rang/ PP | 1.500.000,
,_L;ﬁlsa Dokter SPe51alfs Pato‘logl ¥(lm]l\ 8“%2; 5% {500,000, |
Mﬁ Dokter Spesialls Radlologl (51*ang/ = 1‘5009‘99;}
- [Jasa Dokter Spesialis Anestes! , ..
\\
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/3. DINAS PARIWISATA
13.1 Standar Biaya Dinas Pariwasata

13.1.1 Standar Biaya Bidang Objek, Daya T

arik dan Atraksi Wisatu

S . Tabel 24
"No L ﬁ;?;aan&da”g Objek, Daya Tarik dan Atral«:si Wisala
T e T et e Satuan Biaya (Rp)
n Bike
2. [Juara Il Lomba Fun B ik S
i3 Org 2.000.000,-
P e — T —on | Toovom
5 Juara T Lombe S o Org 2.500.000,-
port Tourism Org 1.500.000,- |
0. |Juara Il Lomba Sport Tourism org | 1,000,000,.’”'
7. | Uang Saku Fenari/ Pemusik OH 150.000,- |
8. | Sewa Pakaian Tari/Pakaian Adat Stel 150.000,- |
9. | Belanja Jasa Tim | Penampian/ 5.000.000.- '
Kesenian/Tarian/Vokal/Grup/Band Kali |
/Ceremonial .
10. [Belanja Jasa Tim Kesenian dalam | Penampilan/ "775.000.000, |
Penyambutan Gema Takbir Kali |
11. | Belanja Jasa Tim Kesenian dalam Penampilan/ | 10.000.000,-
Penyambutan Halal Bihalal Kali - |
12. | Belanja Jasa Penampilan Artis 1bu | Penampilan/ | 15.000.000,- |
Kota / Luar Daerah Kali L
13. | Belanja Jasa Penampilan Artis Ibu Penampilan/ ES.OO0.000,-\
Kota / Luar Provinsi Kali o
14, | Belanja Jasa Penampilan Artis Lokal | Penampilan/ | 5.000.000,- |
[ Kali B
15. | Penampilan Kesenian HUT Pasaman Penampilan/ | 15.000.000,-
Barat Kali
13.1.2 Standar Biaya Bidang Destinasi
Tabel 25
Satuan Biaya Ekspedisi Geopark Talamau
"No | Uraian Satuan | Biaya (Rp)
I. | Penggantian Transportasi Tenaga (0)3! 250.000,- \
Ekspedisi (Pokja Geopark
) ‘ cal "
) ’I‘alamau)/Porter/ Pemandu Lok - i

Logistik Ekspedisi Geopark Talamau

|
1

B A
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(3. 0.3 Standar Blaya g, ang Jir
MO
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SPTITY
aatuan Jigy al! omiliha

‘Ill |l||| |I

' o ‘ Ux-nlun LT KT
s pelanjac Yang Hadily Udiy () Bt (hivya (1) |
| pasaman [$aral hi Y Rp)
a. Uang  Pembinaan Juara Uy
) oy Sy
| Uda Uni . “'l-’. G CHO) (0
| y o P g .
| b, Uang Pembinaan Jyuara Wulil | l
; Uda Uni Wy 4,000,000, !
¢, Uang Pembinann Juura Walkil 1
; Udu U]‘“ (,IYM ‘rrf.‘l“(‘ ’)()“’
; d. Uang Pembinaan Juara Harapan Or . '
[ [ Uda Uni '8 L500.000, |
¢, Uang Pembinaun Juara Harapan Org |
; [l Uda Uni TH FO0O0 000, i
; [, Uang Pembinaan Juara Uda Uni Ory L 1,500,000
| Favorit ' ey
. Uang Pembinac o ke - i
g Vang inaan Uda Uni ke Org 5,000,000, -
Tingkat Provinsi
S — | R ) l

13.1.4 Satuan Biaya Lomba Video Dokumcentasi  Destinns
Pariwisata Pasaman Baral Dalam Bentuk Viog

Tahel 27
Satuan BiayaLomba Video Dokumentasi Destinasi Pariwisati
Pasaman Barat Dalam Bentuk Viog

NBI’ Uraian ] Sutuan | Biaya (Rp) |
Belama Uang Hadial Lomba Viog h |

a. Uang Pembinaan Juara | Org 5,000.000, !

b. Uang Pembinaan Juara [l Org 4.000.000, i

¢. Uang Pembinaan Juara [ Oig 3.(,)()(‘).()0(),' |

d. Uang Pembinaan Harapar ] Org 2'0()()'009" ;

e. Uang Pembinaan Harapan Il Org . E")O bl

Org - ( O( (J,"|

- LUang Pembinaan Harapan | ~'8
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